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KEPUTUSAN
KOMIST PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NO. O8/KPPU/Kep/X1/2000

TENTANG
TATA CARA DENGAR FENDAPAT KOMISI
KOMISI PENGAWAS FERSAINGAN USAHA

Menimbeng : Bahwa dalam upays melaksanakan ketentuan Undang-undeng Nomor
5 Tabun 1999 testang Larsogan Prakiek Mooopoll dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, perfu ditetaphan tata cara dengar peadapat Komisl.

Mengingat  © 1. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1959 tentagg Larangan Prakick
i dan Persaingan Usaha Tidak Schat (Lembaran Negarn
RI Tahun 1999 Nomor 33, Tembshan Lembaran Negars RI No.

3BT,

2, wm"mﬁrﬂlmmm
Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden R1 Nomor 162M Tshun 2000 tentang

dalam Keanggotaan Komisi Pengawes Persaingan
Usaha Masa Jsbatan 2000 - 2005;

4. Keputusan  Komisi Persaingan  Usaha  No.
05/KP! tentang Tate Care Pemyampaian
Pelanggaran terhadap Undang-undeng

dan Penanganan
Nomor 5 Tahun 1999,
Mempeshatikan: Hasil Rapa: Anggota Komisi Pengawas Perssingan Usaha tanggal 7
November 2000,

MEMUTUSKAN

Menctapkan : TATA CARA DENGAR PENDAPAT KOMISI



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalem Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Dm?endapusddahpmemmtermnymgdmlnmhnnhhm
untuk mendapatkan informasi dari peserta dan atau pihak terkait dalam rangka
pelaksanaan Undang - undang Nomor § Tahun 1999,

Pelanggaran adalah suatn perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku
usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,

Leporan adalsh berital yang ikan pelspor kepada Komisi
mmnuhhmuﬁdmmpmﬂldupmmmydmw
‘Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,

Inisiatif adalah upaya Komisi mencari informasi tentang dugasn pelanggaran
terhadap Undang-undang Nomor § Tahun Immdlpaulnhduillpmm
tidak lengkap dan atau pihak-pihak terkait serta pengetahuan Komisi sendiri,

P adalah lahan tentang dugasn ada ateu tidak adanys tindakan
wmmymawwmmmmmkmmnmm
persaingan usaha tidak sehat yang dirangkum dari laporan mesyarakat dan atau
pihak-pihak yang terkait.

Pﬂmdﬂd:pﬁakpmnkmdamdmgmmmdmdmmmohhmnm
Komisi untuk menj Anggota Komisi pada

yang
acara Dengar Pendapat d.ll&nwalﬂudnnlempdymsﬂlhdnﬂmmlnvldt
Komisi.

Peninjau adalah pihak yang dmndang oleh Komisi untuk hadir dalam acara
Dengar Pendapat dan tidak mempunyai hak bertanys serta menjawab pertanyaan
yang diajukan olch Anggota Komisi.

Risalah Resmi adalah catatan acara Dengar Pendapat yang dibuat secara lengkap
dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam acara Dengar
Pendapat serta dilengkapi dengan catatan tentang hari dan tanggal Dengar
Pendapat, tempat, waktu pembukaan dan penutupan, Pimpinan dan Sekretaris,
jumlzh dan nama Anggota Komisi yang memendatangani daftar hadir dan
Undangan yang hadir.



9 Undang-undang adalsh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli den Persaingan Usaha Tidsk Sehat.

10,  Komisi adelah Komisi Pengawas Persaingan Usehe,

BAB II
TUIUAN, HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA TATA TERTIB
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

(1)  Dalsm upaya Komisi mendepatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat
afes dugann adanya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telsh menjedi

i n umum dan menysngkut kepentingan umum, Komisi

menyel acara Dengar Pendapat di kantor Komisi pada tempat dan
waktu yang telah ditentukan,

(2)  Dengar Pendapat sehagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terbuka
guna memperoleh keterangan dari Peserta tentang dugaan terjadinya pelanggaran
terhadap Undang-undang.

3 K bagai dimaksud Ayat (2) kan dasar bagi Komisi untuk
pembahasan dalam Rapat Komisi guna melakukan penilsian ada steu tidak
adanya prakick monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Begian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 3
Dalam acara Dengar Pendapat, Anggota Komisi berhak untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan dan tew meminia klarifikasi kepada seseorang dan atau beberapa Peserta

Dengar Pendapat yang diduga mengetahui dugean terjadinyn pelanggoran terhadap
Undang-undang.
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Pasal 4

Pesena Dengar Pendapat yang dimintakan jawaban atss pertanyan Komisi. wajib
memberikan jawaban dihadapan Komisi, baik secara tertulis maupun lisan.

Peserta Dengar Pendapat yang dimintakan klarifikasi sehagai dimaksud
‘dalam Pasal 3 wajib memberi k \gan dan atau penjelasan kepada Komisi.
Bagian Ketiga
Tata Tenib
Pasal §

Sebelum acara Dengar Pendapat dimulai, Anggota Komisi, Peserta dan Peninjau,
wajib mengisi dan menandatangani dafitar hadir,

Pesenta dan Peninjau Dengar Pendapat wajib datang tepat pada waktunys.

Acara Dengar Pendapat dipimpin, dibuka, dan ditutup oleh Anggots Komisi yang
ditunjuk datam Rapat Komisi.

Pimpinan Dengar Pendapat sebagai dimaksud Ayat (3) juk Sei
unmkmum;nlnnnyaneanpu

Pescrta dan Peninjau Dengar Pendapat tidak diperbolehkan meninggalkan ruang
rapat tanpa alasan yang kuat sebelum acara dinyatakan selesai oleh Pimpinan
Acera,

Peserta dan Peninjau, wajib mentaati tata tenb Dengar Pendapat dan atau
ketentvuan lain yang diatur aleh Komisi.

Pasal 6

Sebelum Acara Dengar Pendepat dibuka sebagaimana dimaksud Pasal 5. Ayat (3),
Pimpinan Dengar Pendapat menjelaskan tentang maksud dan Lujuan diselenggarakannya
Acara Dengar Pendapat
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BAB I
PERTANYAAN DAN JAWABAN
Bagian Kesatu
Pertanysan

Pasal 7
Sebelum scare Dengar Pendapat, Anggote Komisi mempersiapkan daftar
pertanyasn tertulis terlebih dshulu dan telah disampaiken kepada Peserta
szlambat-lambatnyn 3 (tiga) hari sebslum Dengar Pendapat dilaksanakan,
Pertanyaan tidak tertulis yang akan disjukan oleh Anggota Komisi dalam Dengar
Pendapat, dissmpaikan setelsh jawaban Pesertn secars tertulis disampaikan
kepada Komisi pada acars Dengar Pendapat.

Pertanysan yang disempaikan secara lisan dan disjuken oleh Anggota Komisi
tidak boleh diganggu atau disela oleh Peserta Dengar Pendapat.

Pasal 8
Dalam j mlmupual’mbenu
Pendlpnl.mml(mmuﬂbohh i dari pokok p 1
P baga: dimaksud Ayat (1) disampaikan secars singkat dan
jelas.
Bagian Kedua
Jawaban
Pasal &

Pimpinan Dengar Pendapat dapet menentukan lamanya Peserta menjawab
pertanyaan dan atau berbicara.

Apabila I’{.sul:l Duw P:ndq:m yang lampaui batas waktu jawab vang
telah di ksud pada Ayat (1), Pimpinan Dengar
Pendapat peringatkan dan - supaya yeng b K ok hiri

pembicarzannya
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Apabila Pesera Dengar Pendapat dalam menjawab pertanyaan Anggota Komisi
menurut pendapst Pimpinan Dengar Pendapat menyimpang dari pokok
pembicaraan, Pimpinan Dengar Pendapat memperingatkan dan meminta supaya
kembali pud.lpokok pembicaraan.

Pasal 10

Apebila Peserta Dengar Pendapat dalam menyampaikan jawsban menggunakan kata-kata
yang tidak layak stau melakukan perbustan yang mmmn bm,?mpinmmn
Dengar Pendapar memperingatkan ager yang b h
den atau memberikan kesempatan untuk menerik kembali kata-katanya
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Pasal 11
Apabils Peserta Dengar Pendapst tidak thi hagai
dllnal‘.md dalam Pasll lI Prmpmnn acara Dmpr Pmdlpll mellrang yang
ya dan stau p

amnmmmmmmamm pada Ayat (1) masih jugs tidak
diindnhk Pimpinan acara Dengar Pendapet meminta
MMWWMMMWNMW
diselenggarakan.

Apabila yang b tidak P k
dnmals_mapndaayalﬂ],nnh d'lrc]uarrlamdmm paksadun ruuﬂsmrabmar
Pendapat diselenggarakan.

Pasal 12
Apabila terjadi peristi i dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11,
serta Pimpinan acara berpendapat behwa Dengar Pendapat tidak mungkin
dil kan. Pimpinan p atau acara Dengar Pendapan weschat,

Lama penundon sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak boleh melebihi 24 jam.



BAB IV
RISALAH RESMI DENGAR PENDAPAT

Pasal 13

(1) Untuk setiap acara Dengar Pendapat, dibuat Risalah Resmi yang ditandatangani
oleh Pimpinan Dengar Pendapat.

(2)  Seteleh scara Dengar Pendapat selesal, Sekretaris sebagai dimaksud
Pu&im(&}mmyommnkmhhkﬂnidmmdm
kepada Anggota Komisi

(3)  Risalah sebagaimans dimaksud Ayat (1) berisi pendapat-pendapat dan bukan
berisi kesimpulan den atau pendapat Anggota Komisi.

BAB V

PENYELESAIAN DAN
TINDAK LANJUT HASIL DENGAR PENDAPAT

Pasal 14

Apabila deri hasil Dengar Pendapat Komisi memperoleh informasi yang jelas dan
lengkap dari Peserta Dengar Pendapat tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang -
uﬂmg,mﬂomullkmnmpmlehlhlmlmdmm pelanggaran sesuai dengan
Tata Cata Peny Laporan dan Penang; Duotm?:]mwrmweﬂndapumng-
uMamNomorSTnhmlM‘ i dimaksud dalam K
Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.05/KPPU/Kep/1X/2000.

BADB VI
KETENTUAN PENUTLUP
Pasal 15

Hal- hal yang belum diatur dalam Kepuiusmn ini diatur lehib Lo dabiom Keputusan
Komisi.



Pasal 16
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan + i Jakasta
Pada tanggal : 17 November 2000 .
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA





